SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Menimbang :

Mengingat

PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik

1.

yang memuat kewajiban dan tanggungjawab pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi juga merupakan bagian tolak ukur
kinerja dengan prinsip dan asas kepatutan, kewajaran, dan
rasionalitas, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi
objektif daerah;

.bahwa pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada huruf a diharapkan dapat
berjalan secara konsisten dan berkelanjutan perlu
didukung dengan kesejahteraan sebagai wujud
keseimbangan dalam bentuk hak;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan
Walikota Jambi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 NomoR 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012
Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Jambi Tahun 2020 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012
Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jambi
Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun
2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 10);
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Menetapkan :
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10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor
11 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota
Jambi Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 25 Tahun 2013
tentang Peubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota
Jambi Tahun 2013 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

PASAL I
Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

(1) Pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a huruf
b dan huruf c diberikan sebasar 5% (lima persen) dari
realisasi penerimaan retribusi daerah dan dibulatkan
menjadi 100% (seratus persen) dialokasikan dengan rincian
sebagai berikut :

a. Walikota Jambi......ccoovviiiiiiiiiiiiiiiiciiciiee 15,0%
b. Wakil Walikota Jambi.........ccooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn, 8,5%
C. Kepala SKPD.....ooiiiiiiiiiii e 6,5%

d. Instansi Pengelola/Pemungut Retribusi Daerah..... 70,0%

(2) Besarnya pembayaran insentif pemungut retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
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PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 12 Oktober 2023

WALIKOTA JAMBI,

ttd.

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 12 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A.RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI

ttd

MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya

NIP. 19860913 200812 1 001
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